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NOMOR 34                          2017  

PERATURAN  WALI KOTA  SUKABUMI 

 

 

TENTANG 

 

TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA 

 

 

WALI KOTA SUKABUMI, 

 

 
Menimbang  : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan 

akuntabilitas pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, perlu 

disusun tata cara penatausahaan dan 

penyusunan laporan pertanggungjawaban bagi 

bendahara serta penyampaiannya; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan 

ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara serta 

Penyampaiannya, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota Sukabumi tentang Tata Cara 

Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara serta 
Penyampaiannya; 

  Mengingat ....... 
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Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 

40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551); 

 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4335); 
 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

 

 

6. Peraturan …… 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembrn Negar Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  
 

9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 

Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Sukabumi Tahun  2013 Nomor 7); 

 

10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);  

 
 

  Memperhatikan …… 
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Memperhatikan  : 1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 

2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan 

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara serta Penyampaiannya; 
 

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 

910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang 

Implementasi Transaksi Non Tunai pada 

Pemerintah Derah Kabupaten/Kota; 

 
 

 

MEMUTUSKAN: 

 

 
Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA 

PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN 

PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA 

PENYAMPAIANNYA 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:  

 

1. Bendahara Penerimaan adalah pejabat 

fungsional yang ditunjuk untuk menerima, 
menyimpan, menyetorkan,  menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli 

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 

SKPD.  

 

 
2. Bendahara …… 
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2. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah 

pejabat fungsional yang  ditunjuk  untuk 
menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan, dan mempertanggung-

jawabkan uang pendapatan daerah dalam 

rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja 

SKPD. 

 
3. Bendahara Penerimaan PPKD adalah pejabat 

fungsional yang ditunjuk untuk menerima, 

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan 

dan mempertanggungjawabkan penerimaan uang 

yang bersumber dari transaksi PPKD.  
 

4. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat 

fungsional yang ditunjuk menerima, 

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, 

dan mempertanggungjawabkan uang untuk 

keperluan belanja daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada SKPD.  

 

5. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat 

fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, 

membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan 

belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 

pada unit kerja SKPD.  

 

6. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat 

fungsional yang ditunjuk menerima, 
menyimpan, membayarkan,  menatausahakan  

dan mempertanggungjawabkan uang untuk 

keperluan transaksi PPKD.  

 

7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan 
uang daerah yang ditentukan oleh kepala 

daerah untuk menampung seluruh penerimaan 

daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 

pengeluaran daerah. 

 

 
8. Rekening …… 
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8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening 

tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh kepala daerah untuk 

menampung seluruh penerimaan daerah dan 

digunakan untuk membayar seluruh 

pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.  

 

9. Surat  Penyediaan  Dana  yang  selanjutnya  
disingkat  SPD  adalah  dokumen  yang 

menyatakan tersedianya dana untuk 

melaksanakan kegiatan sebagai dasar 

penerbitan SPP.  

 
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya 

disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan 

oleh pejabat yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran 

untuk mengajukan permintaan pembayaran.  

 
11. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya 

disingkat SPP-UP adalah dokumen yang 

diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 

permintaan uang muka kerja yang bersifat 
pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat 

dilakukan dengan pembayaran langsung.  
 

12. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya 

disingkat SPP-GU adalah dokumen yang 

diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 

permintaan pengganti uang persediaan yang 
tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 

Iangsung.  

 

13. SPP Tambahan Uang Persediaan yang 

selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen 

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau 
bendahara pengeluaran pembantu untuk 

permintaan tambahan uang persediaan guna 

melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat 

mendesak dan tidak dapat digunakan untuk 

pembayaran Iangsung dan uang persediaan.  
 

14. SPP …… 
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14. SPP Langsung untuk pengadaan Barang dan 

Jasa yang selanjutnya disingkat SPP-LS untuk 
pengadaan Barang dan Jasa adalah dokumen 

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau 

bendahara pengeluaran pembantu untuk 

permintaan pembayaran langsung kepada pihak 

ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau 

surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, 
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran 

tertentu yang dokumennya disiapkan oleh 

PPTK.  

 

15. SPP Langsung untuk pembayaran Gaji dan 
Tunjangan yang selanjutnya disingkat SPP-LS 

untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan adalah 

dokumen yang diajukan oleh bendahara 

pengeluaran  untuk  permintaan  pembayaran  

gaji  dan  tunjangan  dengan  jumlah, 

penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran 
tertentu.  

 

16. SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat 

SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan 

oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk 
permintaan pembayaran atas transaksi-

transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, 

penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran 

tertentu. 

 

17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya 
disingkat SPM adalah dokumen yang 

digunakan/diterbitkan oleh pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-

SKPD.  
 

18. Surat Perintah Pencairan Dana yang 

selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen 

yang digunakan sebagai dasar pencairan dana 

yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah 

berdasarkan SPM.  
 

  Pasal 2 …… 
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Pasal 2 
 

(1) Bendahara Penerimaan SKPD bertugas untuk 

menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan penerimaan 

pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD.  
 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana  

dimaksud  pada  ayat (1) Bendahara 

Penerimaan SKPD berwenang: 
 

a. menerima penerimaan yang bersumber dari 

pendapatan asli Daerah;  

b. menyimpan seluruh penerimaan;  
c. menyetorkan penerimaan yang diterima dari 

pihak ketiga ke rekening Kas Umum Daerah 

paling lambat 1 (satu) hari kerja; dan 

d. mendapatkan bukti transaksi atas 

pendapatan yang diterima melalui bank.  
 

(3) Dalam hal objek pendapatan Daerah tersebar 

secara geografis sehingga wajib pajak dan/atau 
wajib retribusi mengalami kesulitan dalam 

membayar kewajibannya, dapat ditunjuk satu 

atau lebih Bendahara Penerimaan Pembantu 

SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang 

Bendahara Penerimaan SKPD.  
 

(4) Tata cara penatausahaan dan penyusunan 

laporan pertanggungjawaban Bendahara 
Penerimaan SKPD dan Bendahara   Penerimaan 

Pembantu SKPD serta penyampaiannya tercantum 

dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.  
 

Pasal 3 
 

(1) Bendahara Penerimaan PPKD bertugas untuk 

menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan seluruh  penerimaan  
pendapatan PPKD  dalam rangka pelaksanaan 

APBD.  

(2) Dalam …… 
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(2) Dalam melaksanakan  tugas  sebagaimana  

dimaksud  pada  ayat (1) Bendahara Penerimaan 

PPKD berwenang untuk mendapatkan bukti 

transaksi atas pendapatan yang diterima melalui 

bank.  
 

(3) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas tugas 
dan wewenang Bendahara Penerimaan PPKD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

dapat dirangkap oleh Bendahara Umum Daerah.  
 

(4) Tata cara penatausahaan dan penyusunan 

laporan pertanggungjawaban Bendahara 

Penerimaan PPKD beserta penyampaiannya 

tercantum dalam lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 

Kota ini.  

Pasal 4 
 

(1) Bendahara Pengeluaran SKPD bertugas untuk 

menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan, dan  mempertanggungjawabkan 

pengeluaran  uang  dalam  rangka pelaksanaan 
APBD.  

 

(2) Dalam melaksanakan  tugas  sebagaimana 

dimaksud  pada  ayat (1),  Bendahara 

Pengeluaran SKPD berwenang: 
 

a. Mengajukan permintaan pembayaran 

menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS;  

b. menerima dan menyimpan uang persediaan;  

c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan 
yang dikelolanya;  

d. menolak perintah bayar dari pengguna 

anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang 

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan;  

e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-

LS yang diberikan oleh PPTK; dan  
f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS 

yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen 

tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau 

tidak lengkap.  

(3). Dalam …… 
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(3) Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan 

sebagian kewenangannya kepada kuasa 

pengguna  anggaran,  ditunjuk  bendahara 

pengeluaran  pembantu SKPD untuk 

melaksanakan sebagian tugas dan wewenang 
Bendahara Pengeluaran SKPD. 

  
(4) Dalam melaksanakan sebagian tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) Bendahara Pengeluaran 

Pembantu SKPD berwenang:  
 

a. mengajukan permintaan pembayaran 

menggunakan SPP-TU dan SPP-LS;  

b. menerima dan menyimpan uang persediaan 

yang berasal dari tambahan uang dan/atau 
pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran; 

c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan 

yang dikelolanya;  

d. menolak perintah bayar dari kuasa pengguna 

anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan 
peraturan;  

e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-

LS yang diberikan oleh PPTK; dan  

f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS 

yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen 

tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau 
tidak lengkap.  

 

(5) Tata cara penatausahaan dan penyusunan 

laporan pertanggungjawaban Bendahara 

Pengeluaran SKPD dan Bendahara Pengeluaran 

Pembantu SKPD serta penyampaiannya tercantum 

dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.  
 

Pasal 5 
 

(1) Bendahara Pengeluaran PPKD bertugas untuk 

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan  
seluruh  pengeluaran  PPKD  dalam rangka  

pelaksanaan APBD. 
 
 

(2). Dalam …… 
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(2) Dalam melaksanakan  tugas  sebagaimana  

dimaksud  pada  ayat (1), Bendahara Pengeluaran 

PPKD berwenang: 
 

a. mengajukan permintaan pembayaran 

menggunakan SPP-LS PPKD;  
b. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-

LS PPKD; dan 

c. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS 

PPKD kepada pejabat yang terkait, apabila 

dokumen tersebut tidak memenuhi syarat 
dan/atau tidak lengkap.  

 

(3) Tata cara penatausahaan dan penyusunan 
laporan pertanggungjawaban Bendahara 

Pengeluaran PPKD serta penyampaiannya 

tercantum dalam lampiran IV yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali 

Kota ini.  
 

Pasal 6 
 

(1) Bendahara Umum Daerah wajib menyampaikan 

laporan atas pengelolaan uang yang terdapat 
dalam kewenangannya. 

 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa:  
 

a. laporan posisi kas harian; dan   

b. Rekonsiliasi Bank  
 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan kepada Wali Kota setiap hari kerja 

pertama setiap minggunya.  

 

(4) Tata cara penyusunan laporan Bendahara Umum 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sampai dengan ayat (3) tercantum dalam lampiran 

V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

peraturan Wali Kota ini.  

  
 

  Pasal 7 …… 
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Pasal 7 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi. 

 
Ditetapkan di Sukabumi 

pada tanggal 29 Desember 2017 

 

WALI KOTA SUKABUMI, 

 

cap. ttd. 
 

MOHAMAD MURAZ 

 

Diundangkan di Sukabumi  

pada tanggal 29 Desember 2017  
 

PLT. SEKRETARIS DAERAH  

KOTA SUKABUMI, 

 

cap. ttd. 

 
SALEH MAKBULLAH 

 

 

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2017 NOMOR   35 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KOTA SUKABUMI, 

  
 

 

 

 
 EEN RUKMINI 

  NIP 19720210199901 2 001 


